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SALINAN

BUPATI KUTAITIMUR

PROVINSI KALIMANTANTlMUR

PERATURANBUPATI KUTAITIMUR

NOMOR 47 TABUN 2021

TENTANG

MANAJEMEN TALENTAAPARATURSIPIL NEGARA

DI LINGKUNGANPEMERINTAB DAERAH

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA

BUPATI KUTAITIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan sistem manajemen karier

Aparatur Sipil Negara yang meliputi tahapan akuisisi,

pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang

diprioritasikan untuk menduduki jabatan target berdasarkan

tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme

yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk

memenuhi kebutuhan dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Kutai Timur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan PasaI 134 ayat (2) huruf d

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sistem merit meliputi salah

satunya kriteria merniliki manajemen karier yang terdiri dari

perencanaan, pengembangan, pola karier dan kelompok

suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1. PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau ,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang

Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477);

6. Peraturan ...
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6264);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman

Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara

Reformasi birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 ten tang

Manajemen Talenta Aparatur sipil Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANG MANAJEMEN TALENTAAPARATUR

SIPIL NEGARADI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

bekerja pada Perangkat Daerah pemerintah.

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD Perangkat Daerah adalah unsur

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP

adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan

Manajemen ASN di Perangkat Daerah pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

6. Sistem ...



- 4 -

6. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada

kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa

membedakan latar belakang politik, ras, wama kulit, agama, asal usul, jenis

kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

7. Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke

dalam kelompok rencana suksesi.

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak seorang pegawai ASNdalam suatu satuan organisasi.

9. Manajemen Talenta ASN adalah Manajemen Talenta ASN Nasional dan

Manajemen Talenta ASNPerangkat Daerah.

10. Manajemen Talenta ASN Perangkat Daerah adalah sistem manajemen karier ASN

yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan Penempatan Talenta

yang diprioritaskan untuk menduduki Jabatan target berdasarkan tingkatan

potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan

secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah

Pusat dan Perangkat Daerah Daerah.

11. Pengembangan Talenta adalah strategi pengembangan karier dan kompetensi

Talenta melalui ASN corporate university, sekolah kader, tugas belajar, dan

bentuk pengembangan Kompetensi lainnya.

12. Penempatan Talenta adalah strategi Penempatan Talenta yang tepat pada

J abatan target di waktu yang tepat.

13. Kompetensi adalah kemampuan, pengetah uan , dan keterampilan, dan perilaku

yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas

secara efektif.

14. Standar Kompetensi Jabatan ASNyang selanjutnya disebut Standar Kompetensi

Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang

diperlukan seorang ASNdalam melaksanakan tugas Jabatan.

15. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian Kompetensi teknis, manajerial,

dan sosial kultural pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi

J abatannya.

16. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASNpada organisasi/unit.

Pasal ...
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Pasal2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan

peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. mendorong peningkatan profesionalisme Jabatan, Kompetensi dan Kinerja

Talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karier Talenta dalam rangka

akselerasi pengembangan karier yang berkesinambungan;

c. mewujudkan rencana suksesi (succession planning) yang objektif, terencana,

terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan

mengakselerasi penerapan Sistem Merit pada Pemerintah Pemerintah;

d. memastikan tersedianya pasokan Talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat

dengan Jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis,

misi dan visi organisasi; dan

e. menyeimbangkan antara pengembangan karier ASN dan kebutuhan Perangkat

Daerah.

Pasal3

Manajemen Talenta ASNdilaksanakan berdasarkan Sistem Merit dengan prinsip:

a. Objektif;

b. terencana;

c. terbuka;

d. tepat waktu;

e. akuntabel;

f. bebas dari intervensi politik; dan

g. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

PENYELENGGARAANMANAJEMENTALENTAASN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal4

(1) Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah ditetapkan dan dilaksanakan oleh

pejabat pembina kepegawaian.

(2) Penyelenggaraan ...
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(2) Penyelenggaraan manajemen talenta ASN Pemerintah Daerah berdasarkan

analisis baru kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan

sasaran serta strategi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan

nasional

(3) Tim Manajamen Talenta ASNterdiri dari:

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Sekretaris Daerah;

d. Asisten dan pejabat pimpinan tinggi perangkat daerah; dan

e. Pejabat administrator, pengawas dan fungsional terkait

Bagian Kedua

Data

Pasa15

Manajemen Talenta ASNdidukung data yang terdiri dari:

a. peta jabatan yang sedangj akan lowong dan jabatan kritikal;

b. profil talen ta;

c. standar metode dan penilaian dalam metode assessment center dan UJI

kompetensi yang ditetapkan secara nasional;

d. standar kompetensi jabatan setiap Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri;

e. standar penilaian kinerja riil;

f. pola karier;

g. tim manajemen talenta ASNnasional;

h. program pengembangan talenta (ASN Corporate UniversityjSekolah KaderjTugas

8elajar);

1. panitia seleksi;

J. basis data sumber daya manusia;

k. sistem informasi manajemen talenta ASN; dan

1. anggaran.

Bagian ...
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Bagian Ketiga

Analisis Kebutuhan Talenta

Pasal6

(1) Analisis kebutuhan Talenta didasarkan pada rencana pembangunan jangka

menengah dan jangka panjang nasional yang terjabar dalam visi, misi, tujuan,

dan sasaran, serta strategi.

(2) Setiap Perangkat Daerah menyusun analisis kebutuhan Talenta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi, serta Jabatan kritikal.

(3) Berdasarkan analisis kebutuhan Talenta, setiap Perangkat Daerah menyusun

strategi akuisisi Talenta antara lain:

a. membangun Talenta internal Perangkat Daerah dan menentukan menejemen

Talenta setiap ASN;

b. merekrut Talenta baru (Calon Pegawai Negeri Sipil dan Iatau Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);

c. mutasi dan Iatau promosi Talenta antar Perangkat Daerah; dan

d. penugasan atau penugasan khusus Talenta.

Pasal 7

(1)Terhadap kandidat talenta dilakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta

melalui:

a. Pemeringkatan kinerja dalam kategori status kinerja yang terdiri atas

ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi; dan

b. Penentuan tingkatan potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah

melalui assessment center, uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan/ atau

pertirobangan lain sesuai kebutuhan instansi atau nasional.

(2) Identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan melalui metode penguj ian , pengukuran, dan Iatau

pemeringkatan yang terdiri dari:

a. Hasil Penilaian Kinerja selama melaksanakan tugas jabatan yang terdistribusi

dalarn unit dan/ atau instansi.

b. Assesment ...
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b. Assesment Center untuk mengukur/rnenilai potensi talenta yang meliputi

kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri (self

awareness), kemampuan berpikir kritis dan strategis (critical and strategic

thinking), kemampuan menyelesaikan permasalahan (problem solving),

kecerdasan emosional (emotional quotient), kemampuan belajar cepat dan

mengembangkan diri (growth mindset), serta motivasi dan komitmen (grit)

talenta.

c. Uji Kompetensi yang mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial , dan Kompetensi Sosial Kultural, yang dilakukan oleh assessor

secara objektif dalam rangka pemetaan talenta;

d. Rekam jejak jabatan, antara lain aspek pendidikan formal, pendidikan dan

pelatihan, pengalaman dalam jabatan, serta integritas dan moralitas;

e. Pertimbangan lain yang terdiri dari: kualifikasi pendidikan sesuai rumpun

jabatan, preferensi karier, dan pengalaman kepemimpinan organisasi.

Bagian Keempat

Penetapan Kelompok Rencana Suksesi

Pasal8

(1) Pemetaan Talenta dikelompokkan dalam 9 (sembilan) kotak Manajemen Talenta

untuk menentukan Talenta yang masuk ke dalam kelompok rencana suksesi dan

rekomendasi tindak lanjut.

(2) Dalam hal dibutuhkan Talenta dalam waktu cepat darr/atau dibutuhkan Talenta

dengan keahlian/Kompetensi tertentu, dapat dilakukan pencarian Talenta yang

ditindaklanjuti melalui mekanisme rnutasi/rotasi antar Perangkat Daerah atau

Penempatan Talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.

(3) Dalam hal dibutuhkan talenta dalam waktu cepat dan selanjutnya PPK

menetapkan talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi instansi

untuk mengisi jabatan kritikal atau jabatan yang sedang/ akan lowong sesuai

kebutuhan.

Bagian Kelima

Pengembangan dan Retensi Talenta

Pasal9

(1) Pengembangan Talenta dilaksanakan melalui akselerasi karier, pengembangan

Kompetensi, dan peningkatan kualifikasi.

(2) Pengembangan ...
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(2) Pengembangan Kompetensi Talenta dilaksanakan melalui:

a. ASN corporate university dengan metode klasikal dan nonklasikal;

b. pembelajaran di dalam dan luar kantor; dan

c. bentuk pengembangan kompetensi lainnya.

Bagian Keenam

Penempatan

Pasall0

Penempatan Talenta Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian berdasarkan rencana suksesi.

BABIII

SISTEM INFORMASIMANAJEMENTALENTA

Pasal 11

Sistem Manajemen Talenta diinformasikan kepada seluruh ASN dilingkungan

Pemerintah Daerahmelalui platform yang tersedia.

BABIV

PEMANTAUANDANEVALUASI

Pasal 12

(1) Pemantauan Talenta (talent monitoring) dilakukan pada tahap pengembangan,

retensi, dan penempatan.

(2) Penempatan kembali dalam Jabatan dapat berupa promosi atau penempatan

Jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pengisian

Jabatan kritikal selanjutnya.

(3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Manajemen Talenta Perangkat

Daerah dilaksanakan secara periodik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BABV

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Manajemen Talenta ASN bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja Daerah Pemerintah Daerah.

BAB ...
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 24 November 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAHSULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAITIMUR,

ttd

lRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PIt. Kepala Bagi

Januar Bayu Irawan. SH
NIP. 19850112201101 1 003
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